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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan adalah dokumen
perencanaan Tahunan Kecamatan Lekok, merupakan dokumen
perencanaan Pembangunan di Kecamatan Lekok sebagai penjabaran dari

Rencana Kerja pemerintah Daerah ( RKPD Kabupaten Pasuruan.

Penyusunan Renja Kecamatan Lekok mengacu kepada kebutuhan
dan permasalahan pembangunan di Kecamatan Lekok sesuai dengan
potensi sumber daya yang tersedia, dalam rangka mengakomodasikan
pencapaian target dan sasaran yang tercantum didalam RKPD, serta
menjaga keseimbangan pembangunan sebagaimana yang diarahkan RPJMD

dan dan Renstra Kecamatan.

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja Kecamatan Lekok yang definitif. Dalam prosesnya,
penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok mengacu pada kerangka
arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lekok dapat dikerjakan secara
simultan / pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting
Kecamatan Lekok, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lekok tahun -
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Kecamatan Lekok.

Proses Penyusunan Renja Kecamatan Lekok yang dilakukan melalui
dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,
mencakup Tahap perumusan Rancangan Renja Kecamatan Lekok,

perumusan rancangan Renja Kecamatan Lekok dilakukan melalui
serangkaian kegiatan sebagai berikut :

a. Pengolahan data dan informasi;

b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Lekok;



c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan

Renstra Kecamatan Lekok.

Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Renja Kecamatan Lekok
dalam Pembuatanya Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Pasuruan yang nantinya sebagai acuan dalam rencana kinerja
tiga tahun ke depan sehingga nantinya bisa memberikan hasil dan tidak

menyimpang dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun keterkaitan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan yang lain dapat dilihat

pada gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1
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Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan
antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan kecamatan, maka tujuan
perencanaan Kecamatan mendukung perencanaan Pembangunan Daerabh,
sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai
Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang

ingin dicapai oleh Pemerintah daerah.

REN]JA Perubahan Tahun 2024 OPD Kecamatan Lekok memuat usulan
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
OPD Kecamatan Lekok serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD
Kecamatan secara subsantansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan
rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) dengan Renstra K/L dan
Renja Provinsi/Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima)

pendekatan yaitu:



1)

2)

3)

4)

5)

Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan
oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye
harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus
menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia.

Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses
penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan
masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder)
terhadap pembangunan.

Pendekatan Top - Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-
program jenjang pemerintah diatasnya.

Pendekatan  Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu  penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya,
hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan
Botom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan

pembangunan atau musrenbang.

1.2 Landasan hukum

Rencana Kerja Kecamatan Lekok disusun atas dasar :

1)

2)

3)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1945
tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap privinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;
Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan daerah Kabupaten di jawa Timur sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3851);



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undand-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
NegaraNomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor
6801);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeruntahan
Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negaran Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentujan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 87
Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186) ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019
tentang Percepatan Pembangunan tentang Ekonomi di Kawasan
Gresik, Bangkalan-Mojokerto-Surabaya -Sidoarjo-Lamongan,
Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis
dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 225);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000
tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan



20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Genger di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) tentang Pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
IndonesiaNomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 2021 tentang Penerrapan Standar Pelayanan Minimal:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentsng Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
perncanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Kemendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomonklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2023 Nomor 12 );

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2025;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan Tahun
2024 - 2026, (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024



1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lekok adalah untuk
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat
sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan
pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 sehingga secara bertahap
dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Lekok dan guna
pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi dan Misi

Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Lekok adalah
sebagai berikut :

1. Renja disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan daerah.

2.Renja disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudka Visi dan
Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi
Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Lekok.

3. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan

kegiatan Kecamatan Lekok Tahun 2024.



1.4 Sistematika Penyusunan
Renja Kecamatan Lekok disusun dengan sistematika penulisan

dengan outline sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Semester 11
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Lekok
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lekok

3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV : Penutup
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BAB 11
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Hasil Rencana Kerja 2024 Semester II

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan
adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis OPD
Kecamatan Lekok Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu
bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media
pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan
hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Lekok
Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan
dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau
dilaksanakan oleh Kecaman.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Lekok sampai
dengan triwulan kedua Tahun 2024, telah dilaksanakan sesuai dengan
Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah
ditetapkan. Di dalam perjalanan selama pelaksanaan
pekerjaan,dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai
adalah sebagai berikut :

a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan
pembangunan;

b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam
perencanaan pembangunan daerah;

c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan
yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi
perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;

d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai
dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan
merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang

menunjang efektifitas program/kegiatan.



e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk
mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, OPD maupun
dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Lekok dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat,
maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi
hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 adalah sebagai
berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas
tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah
kebijakan:

a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan
kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan
kesejahteraan pegawai;

b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;

c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan
pemerintahan dengan optimal;

d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat
pemerintah yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.

2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan
Lekok dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan
dengan arah  kebijakan meningkatkan kualitas rencana
pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana
prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat
kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal
kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah
kebijakan sebagai berukut:

a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam
rangka menyusun proram pembangunan sesuai dengan kebijakan
publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka
mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan

Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan;



b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah
dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

Sebagaimana pada tabel 2.1 Atau ( E - 81 ) berikut:



Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengacu pada sasaran RKPD :

Tabel2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten

Renja P

Daerah Lekok
Periode Pelaksanaan : Tahun 2024

Pasuruan

Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Indikator Kinerja e, Kiner Tingeat Canaian K Tiv;(gkat_c?aian
Program/ Kegiatan/ Sub. Program (outcomes) | Target Renstra pada Tahun 2026 calisasi bapaian MNENA | poppot Kinerja dan Anggaran Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan jnekat Lapaian KINENA | g jisasi Kinerja dan Anggaran o
No| Sasaran B 2 B 8 = Renstra s/d Renja Tahun 8 S = dan Realisasi Anggaran D = Realisasi Anggaran
Kegiatan / Kegiatan (output) (Akhir Periode Renstra) 2024 Anggaran Renja 2024 " Renstra s/d Tahun 2024
n-1(2023) f I m v Renja Tahun 2024 (%) Renstra Tahun
/ Sub Kegiatan e
5 6 7 8 9 10 11 12 13 =12/7 x 100% 14 = 6+12 15 =14/5 x 100%
a2 2 & K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K| Rp | K |Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
I I I I I I
[ [ [ [ [ |
Tahun 2024
Urusan Kecamatan T
Bidang Urusan
1 |Meningkt PROGRAM PENUNJANG
anya URUSAN PEMERINTAHAN ‘dokumen/ laporan
Kualitas DAERAI administrasi PD
SAKIP KABUPATEN/KOTA yang baik/ sesuai 100 |5 2,771,269,754 00| % 2,032,020,008 | 100 % 497,972,789.00| 100 % 251,899,639.00 100 % 749,872,428 |  1.00 037|100 % 749,872,428 | 100% 27%)
Perangkat regulasi
Daerah
1 Administrasi keuangan Persentase
erangkat daerah pemenuhan
perang administrasi 100 |% 2,298,587,610) 100 [ % 1,826,430,316 100 % 456,607,579.00| 100 % 234,086,854.00 100 % 690,694,433 1.00 038 | 100 % 690,694,433 | 100% 30%)
keuangan sesuai
ketentuan
1  Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang
“Tunjangn PNS Menerima Gaji dan or o
Tunjangan ASN 10 | Org/bin| 1,937,435,610 10 | ang/ B 1,495,671,820| 10 |rang / Bua) 37391795500 10 Prang / Bulan) 136,207,854 10 | opre! 510,125,809 100 034 | 10| g/ 510,125,809 | 100% 26%|
2 Penyediaan Jumlah Dokumen
‘Administrasi Hasil Penyediaan
PelaksanaanTugas | Administasi 15 | Pokum 323,136,000 12 | Dokumen 296,19849 | 12 | Dokumen 7404962400 12 | Dokumen 94,999,000 6 | Dokumen 169,048,624 050 057 | 6| Dokumen 169,048,624 | 40% 529|
ASN Pelaksanaan Tugas
3 Pelaksanaan Jumlah Dok
penatausahaan dan Penatausahaan dan
pengujian/verifikasi Pengujian/ Verifikasi
keuangan SKPD Keuangan SKPD 4 | Dolum 38,016,000 4| Dokumen 34,560,000 4 | Dokumen 864000004 4 | Dokumen 2,880,000 4 | Dokumen 11,520,000 100 033 | 4| Dokumen 11,520,000 | 100% 30%|
2 Administrasi Kepegawaian | Persentase
Perangkat Daerah pemenuhan
dokumen 100 |% 6,050,000 - - 1,272,800 - - - E - - - - - - - -l % 0%]
kepegawaianyang
sesuai ketentuan
T Pengadaan Pakaian | T T
Dinas Beserta Atribut | o oo atrbut 5 | Paket 6,050,000 - - 1,272,800 - - - g - - - - - - - -l % 0%)
3 Administrasi Umum Persentase
PerangkatDaerah pemenuhan 100 | % 161,281, 00| % 79,003,000 100 % 21,457,750.00| 100 % 5,860,000.00 100 % 27,317,750 1.00 035|100 % 27,317,750 | 100% 17%
administrasi umum
1 Penyediaan Peralatan | Jumiah Paket Peralatan
dan Perlengkapan dan Perlengkapan
o Kantor yang di sediakan | 3 | Paket 30,250,000 3| ket 19,227,000 | 0 - 4,806,750.00| 0 - - 0 - 4,806,750 - 025 | - - 4,806,750 | 0% 16%|
2 Penyediaan Barang Jumiah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan Penggandaan yang 2 |Paket 9,068,224 2 Paket 3,090,000 0 - 14050000 0 - - 0 - - - - - . 0% 0%|
disediakan
3 Penyelenggaraan Jumlah Laporan
R: Koordi d: Penyelenggaraan Rapat
o an ovdinst dan 50 |Laporan| 111,150,600 50 | Laporan 45255000 | 20 | Laporan 1131375000 20 | Laporan 4,675,000 20 | Laporan 15,988,750 040 035 | 20| Laporan 15988,750 | 40% 14%)
Konsultasi SKPD
4 Penyediaan Jumiah Paket
Komponen Instalasi | Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan | Listri/Penerangan 1 [paket 2,178,000 1 | Paket 1,180,000 o© - o - - 0 - - - |- - Ao 0%
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
5 Penyediaan Bahan Jumiah Dokumen
Bacaan dan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - | Peraturan Perundang - 2 |Paket 4,356,000 1 Paket 2,160,000 0 - 540,000 0 - 180,000 0 - 720,000 - 033 - - 720,000 0% 17%|
Undangan Undangan yang
disediakan
6 Penyediaan Peralatan | JumiahPaket Peralatan
RumahTangga e 2992 yang 1 |Paket 1,210,000 1| Paket 4,861,000| 0 - 1,215250 | 0 - - [ - - - - - 0% 0%)
7 Fasilitasi Kunjungan | Jumih Laporan
Tamu Fasittasi Kunjungan
Tamu 50 |Laporan| 3,068,560 50 | Laporan 3,230,000 5 Laporan 2,177,000.0( 5 Laporan 1,005,000 5 Laporan 3,182,000 0.10 099 5| Laporan 3,182,000 | 10% 0%
4 Pengadaan Barang Milik | Terlaksananya
Daerah Penunjang Urusan | Pengadaan Barang R i R i . . . . . . . " "
Pemerintah Dacrah Milik Dacrah 100, % 102,850, el ° 0 o 0 o 0%
1 Pengadaan Meubelair Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan
vang Diseds 3 | paket 24,200,000 - - - - B - - - - |- - oo %




2 Pengadaan Peralatan dan

Jumlah Unit peralatan

Mesh Lainya dan mesin lainnya yang
" disediakan 3| Unit 24,200,000
3 Pengadaan Kendaraan Jumbh Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau | Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas.
Jabatanyang 1| Unit 54,450,000
Disediakan
5 Penyediaan Jasa Persentase Jasa
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah | 100 [s 42,350,000
1 Penyediaan jasa Jumlah Laporan
Komunikasi, Sumber | Penyediaan jasa
Daya Air dan Listrik | Komunikasi,
x| 48 |reenin 42,350,000
dan Listrik yang
disediakan
6 Pemeliharaan Barang Persentase
Milik Daerah Penunjang | Pemeliharaan
Urusan Pemerintahan Barang Milik
Daerah Daerah Penunjang 100 |% 160,150,760
Urusan
Pemerintahan
Daerah
1 Penyediaan Josa Surmlah Kendaraan
Pemeliharaan, biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak | Kendaraan Dinas.
Kendaraanperorangan | sabatan yang bipelitara | & Uit 87,308,760
Dinas atau Kendaraan dan Dibayerkan
Dinas Jabatan Pajaknya
2 Pemeliharaan/Rehabiltasi | Jumiah Sarana dan
Sarana dan Prasarana Prasarana pendukung
Pendukung  Gedung gedung Kantor atau
Kantor atau Bangunan | Bangunan Lainnya yang | 2 |V 48,642,000
Lainnya dipelihara/drehabiltasi
3 Meubelair
Dpelhara
el 3 [umie 12,100,000
4 Pemeliharaan Jumah
PeralatandanMesin | pencliharaan
Lainnya peralatan dan 3 |unic 12,100,000
Mesin Lainnya yang
sudah di pelihara
Meningka |2 PROGRAM Presentase
ya P
Kualitas | PEMERINTAHAN DAN Pelayanan yang baik
Publik PELAYANAN PUBLIK 100 |% 76,818,060
Kecamata
n
1 Koordinasi Jumlah Koordinasi
Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat | Kegiatan
Kecamatan Pemerintahan di 3 |Laporan) 52,618,060
Tingkat Kecamatan
1 Koordinasi / Sinergi _|Jumlah Laporan
Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi
Pelaksanaan Kegiatan | Perencanaan dan
Pemerintahan Dengan | Pelaksanaan
PerangkatDaerah dan | Kegiatan 1 |Laporan| 44,857,120
Instansi Vertikal Pemerintahan
Terkait dengan Perangkat
Daerah dan
Instansi Vertikal
2 Peningkatan Efektifitas |Jumlah Laporan
Kegiatan Pemerintahan |Peningkatan
di Tingkat Kecamatan | Kegiatan
Pemerintahan di 2 |Laporan 7,760,940
Tingkat Kecamatan
2 Penyclenggaraan Urusan | Persentase Laporan
Pemerintahan yang tidak | bulanan PATEN
dilaksanakan oleh Unit | yang Diselesaikan
Kerja Perangkat Dacrah | Tepat Waktu 100 |% 12,100,000
yang Ada di Kecamatan | (berdasarkan
Perbup PATEN)
1 Peningkatan Efektifitas _|Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan
Pelayanan kepada  |Efektifitas
Masyarakat di Wil Pelaksanaan 1 |Laporan| 12,100,000
Kecamatan Pelayanan kepada
Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
2 Pelaksanaan Urusan Prosentase
Pemerintahan yang Realisasi PBB-P2
Dilimpahkan kepada
Camat 100 | 12,100,000

1| uk - - - - - - - - - - ow 0%
- - - - - - - - - - - - - ow 0%
100 | % 36,009,842 | 100 % 9,002,460.00 | 100 % 11,952,785 100 % 20,955,245 100 058 | 100 % 20,955,245 | 100% 49%
48 | Laporan 36,009,842 | 12 Laporan 9,002,460.00 12 Laporan 11,952,785 12 Laporan 20,955,245 025 058 | 12 | Laporan 20,955,245 | 25%
100 % 89,304,050 | 100 % 10,905,000.00 | 100 % - 100 % 10,905,000 1.00 012 | 100 % #VALUE! 100% | #VALUE!
8 Unit 65,801,650 8 Unit 10905000 8 Unit - 8 Uit 10,905,000 1.00 017 8 Uit 10,905,000 | 100% 12%
2 | it 21,502,400 - - - - - -l - - S| ow 0%
- - - - - - - - - S| 0% 0%
3 Unit 2,000,000 3 Unit 3 Unit - 3 Unit - 1.00 - 3 Unit - | 100% 0%
100 % 62,527,700 | 100 % 15,286,675 | 100 % - 100 % 15,286,675 1.00 024 (100 % 15,286,675 | 100% 20%
3 [Laporan 61,146,700 1 | Laporan 15,286,675 | 1 | Laporan - 1 Laporan 15,286,675 033 025 | 1 | Laporan 15,286,675 | 33% 20%
1 |Laporan 61,146,700 | 1 | Laporan 15286675 1 | Laporan - 1 Laporan 15,286,675 100 025 | 1 | Laporan 15,286,675 | 100% 20%
2 |Laporan -| 2 | aporan - - - - - - - - S ow 0%
4 |Laporan 1,381,000 4 | Laporan - - - - - - - - - - S| 0% 0%
4 |Laporan 1,381,000( 4 | Lsporan - - R R R . - . B
100 [ % -| 100 % - - - - - - - - - o 0%




1 Pelaksanaan Urusan
Pemerinthan yang

Jumlah Laporan
Pelaksanaan

Lain
Lainyang |yang
Dilimpahlan
1 |Laporan 12,100,000
Meningka | 3 PROGRAM Presentase Desa /
mya PEMBERDAYAAN Kelurahan yang
Pemberda MASYARAKAT DESA DAN terbina dengan baik
yaan KELURAHAN dan Presentase
Masyarak Kelompok
atdan masyarakat yang 100 | % 59,568,300
Pembinaa terbina dengan baik
n
Pemerinta
hDesa
1 Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi
Pemberdayaan Desa Kegiatan
PemberdayaanDesa | 3 |Kali 59,568,300
1 Efektifitas
Kegiatan Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan 4 | Laporan| 55,938,300
di Wilayah
kecamatan Kecamatan
2 Peningkatan Jumlah Lembaga
Partisipasi Masyarakat | masyarakatyang
dalam Forum Berpartisipasidolam
Perencanaan Perencanaan 5 | Lembag| 3,630,000
Meningka | 4 PROGRAM KOORDINAST Presentase
tya KETENTRAMAN DAN Pelayanan
Ketentra | KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan
man dan Ketertiban Umum
Stabilitas yang berkualitas 100 % 40,281,505
Masyarak
at
Kecamata
n
1 Koordinasi Upaya Jumlah Koordinasi
Penyelenggaraan Upaya
dan
Ketertiban Umum Ketentraman dan 4 [ral 28,181,505
Ketertiban Umum
1 Sinergitas dengan Jumlah  Laporan
Kepolisian Negara Hasil
Republik Indonesia,  |Sinergitas dengan
Tentara Nasional Kepolisian Negara
Indonesia dan Instansi | Republik 4 | Lapor: 9,393,835
Vertikal di Wilayah Indonesia, Tentara
Kecamatan Nasional
Indonesia dan
Instansi_Vertikal
2 Harmonisasi Jumlah Laporan
Hubungan dengan Pelaksanaan
Tokoh Agama dan Harmonisasi
Tokoh Masyarakat Hubungan dengan 1 | Laporan| 18,787,670
Tooh Agama dan
Tokoh Masyarakat
1 Koordinasi Penerapan dan | JumlahLaporan
Penegakan Perda dan Koordinasi
Perkada Penerapan dan
Penegakan Perda 1 |Laporan|  12,100,000.00
dan Perkada
1 Koordinasi / Sinergi Jumiah Laporan
Dengan Perangkat Koordinasi / Sinergi
Daerah yang Tugas Dengan Perangkat
dan Fungsinya di E:;m:":‘ L“dg::;a n
gldang PenPegaka: e e 1 [Laporan] 12,100,000.00
eraturan Perundang- (£ R
Undangan dan/atau dan/atau Kepolisian
Kepolisian Negara Negara Republik
Republik Indonesia | indonesia
5 PROGRAM Persentase konflik
PENYELENGGARAAN SARAyang
URUSAN PEMERINTAHAN diselesaikan sesuai
uMuM kewenangan
100 % 12,100,000
1 Penyelenggaraan Urusan |Jumlah Peserta
Pemerintahan Umum yang Mengikuti
Sesuai Penugasan Kepala | Pembinaan
Daerah Wawasan 75 |om 12,100,000

Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional

Laporan - 12 Laporan - - - - - - - - - 0% 0%]

% 19,800,000| 100 % 4,950,000.00| 100 % 4,210,000.00 100 % 9,160,000 1.00 046 | 100 % 9,160,000 | 100% 15%)

% 19,800,000( 100 % 4,950,000 | 100 % 4,210,000 100 % 9,160,000 100 046 | 100 % 9,160,000 | #it## 15%)
Laporan 19,800,000 4 | Laporan 4,950,000| 4 | Laporan 4,210,000 4 | taporan 9,160,000 1.00 046 | 4| Laporan 9,160,000 | 100%

- Ao - Ao - E - - - - - - - 0w 0%)

% 84,145,000 100 % -| 100 % - 100 % - 100 -| 100 % -| 100% 0%)

% 84,145,000 100 % -| 100 % - 100 % - 100 -| 100 % A2 0%,

Laporan 78,175000 | 2 | taporan 2 | Laporan - 2 | taporan 40,432,500 050 052 2| Laporan 40,432,500 1 430%

Laporan 5,970,000 - - - - - - - A - - 0%|

- - R - - - - - - - A - - 0w 0%)

- - - - - - - - - - 0%|

% 11,075,000 100 % - 100 % - 100 % - 1.00 -| 100 % -| 100% 0%

Orang 11,075,000 75 Orang -l 75 Orang - 75 Orang - 1.00 -| 75| orang -| 100% 0%




1 Pembinaan Jumlah Orang yang N
Wawasan Mengikuti
Kebangsaan dan Pembinaan
Ketahanan Nasional ‘Wawasan
dalam rangka Kebangsaan dan
Memantapkan Ketahanan Nasional
Pengamalan Pancasila, |dalam rangka
Pelaksanaan UUD Memantapkan
Negara Republik Pengamalan
Indonesia Tahun Pancasila,
1945, Pelestarian Pelaksanaan UUD 75 |og 12,100,000 Orang 11,075,000 75 Orang 75 Orang - 75 Orang - 1.00 -| 75| orang -| 100% 0%)
Bhinneka Tunggal Negara Republik
Ika serta Indonesia Tahun
Pemertahanan dan 1945, Pelestarian
Pemeliharaan Bhinneka Tunggal
Keutuhan Negara Ika serta
Kesatuan Republik Pemertahanan dan
Indonesia Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
6
DAN PENGAWASAN Pemerintahan Desa
PEMERINTAHAN DESA dengan
Administrasi Desa
yang Baik 100| % 36,459,615.00 % 8,565,000 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0%
1 Fasilitasi, Rekomendasi | Persentase hasil
dan Koordinasi Fasilitasi,
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan pemerintah | Pengawasan 00| % 36,459,615 % 8,565,000 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0%]
Desa pemerintah Desa
yang ditindaklanjuti
1 Fasilitasi Administrasi | Jumlah Dokumen
Tata Pemerintahan Administrasi Tata
Desa Pemerintahan Desa
1 [Dokum: 12,100,000 okumen 8,565,000 - - Al - - - - - - - A% 0%
2 Fasilitasi pengelolaan | Jumlah Dokumen
Keuangan Desadan | Laporan
Pendayagunaan Aset | Pengelolaan
Desa Keuangan Desa 1 |Dokum 12,100,000 - - - - - - - - - - - - - - - 0% 0%)
3 Fasilitasi Pelaksanaan | Jumlah Dokumen
Pemilihan Kepala Desa | Laporan
Pelaksanaan
Pemilihan Kepala
Desa sesuaitahapan | 1| pojumd 12,259,615 - - - - - - - - - - - oo - A ow 0%
JUMLAH 2,218,132,708 518,209,464 256,109,639 774,319,103 774,319,103
Rata-rata capaian Kinerja PROGRAM (%)) 500 |
Predikat Kinerja PROGRAM| Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja KEGIATAN (% ) 733 |
Predikat Kinerja KEGIATAN Sangat Rendah
Rata-rata Capaian Kinerja SUBKEGIATAN (% ) 875
Predikat Kinerja SUBKEGIATAN] Sangat Rendah
Faktor pendorong keberhasilan kinerja [Pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah yang urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi kerja yang nyata

Faktor penghambat pencapaian Kinerja

:[Belum optimalnya koordinasi dalam

yang rendahnya Keterpaduan dalam fungsi dan evaluasi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak fanjut yang diperlukan dalam Renja

[ Melaksanakan optimalisasi dalam segi SDM serta perencanaan yang sudah tersusun sehingga target yang telah ditetapkan dapat segera terealisasi dengan baik
E Koordinasi melalui

yang ada dalam rangka menyusun program Sesuai dengan kebijakan publik, dan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya pemer yang berorientasi pada efektivitas dan dan efisienst

Reterangan Predikat Kinerja

91 % - 100 % Sangat Tinggi
76 % - <91% Tinggl
66% <76 % Sedang
51% - <66 % Rendah
0% -<51% Sangat Rendah

Pasuruan, 17 Mei 2024

ROKHMAN, S.]
Pembina Tkl
NIP. 19680522 199110 1 001




2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Lekok

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah
langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan
tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala
hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar
dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya
pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini
kecamatan belum diberikan kewenagan untuk mengajukan anggaran
sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau

pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Lekok merupakan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Pelayanan Publik. Dalam
menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2023, Kecamatan Lekok

menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:
» Permasalahan:

o Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai

o Belum terintegrasinya antara OPD terkait Pelayanan Publik

dengan Pihak Kecamatan
» Hambatan:
o Tidak ada Tambahan ASN yang memadai;
o Kurangnya Koordinasi antar Seksi;
o Kurang Mendukungnya Sarana & Prasarana.

Selain itu, selama Tahun 2023, Kecamatan Lekok juga menghadapi

beberapa peluang dan tantangan yaitu:
» Tantangan:
o Tuntutan Masyarakat tentang Pelayanan yang lebih baik.
» Peluang:

o Pengembangan infra struktur dan administrasi pemerintah

Desa/Kelurahan kecamatan Lekok dengan baik.
o Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang berkualitas.

o Melibatkan peran serta Masyarakat yang aktif dalam

pembangunan daerah.



Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang
dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka isu-isu penting
berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan
program dan kegiatan Kecamatan Lekok pada Tahun 2024 adalah sebagai
berikut:

o Perlu penambahan personil/SDM untuk menguatkan kinerja

yang Maksimal

o Ada Monitoring dan Evaluasi yang terjadwal secara rutin

dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan

diusulkan pada tahun berikutnya.



BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) Tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisa strategi. Tujuan tidak harus kuantitatif, tetapi harus dapat
menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kecamatan Tutur, yang
ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan
lainnya saling terkait.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Lekok
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan
yang telah diuraikan diatas. Maka Tujuan dan Sasaran yang ingin

dicapai dan dituangkan dalam table 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1.

Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2024

No Uraian IKU/ SPM/IKK Satuan | Re2lisasi Target 2024 Ket
2023
Awal | Perubahan
1 2 3 4 5 6 7 8
Sebelum Perubahan
1 |Tujuan PD : Meningkatnya o karena target
Pelayanan Publik yang Prima Nilai ) tahun 2023
Indikator Tujuan : Indeks terlalu tinggi
Kepuasan Masyarakat sudah di analisis
dari 5 tahun
Sasaran : terakhir realisasi
Meningkatnya Kualitas Persentase Jenis . target masih
Pelayanan Publik Kecamatan  [Pelayanan yang Berkualitas % 95.25 ada yang kurang
Meningkatnya Pemberdayaan |Persentase dari target yang
Masyarakat dan Pembinaan  |Desa/Kelurahan yang telah % 100 sudah di
Pemerintah Desa/Kelurahan dibina tentukan
Meningkatnya Ketentraman Persentase Konflik yang
dan Stabilitas Masyarakat tertangani diwilayah % 100
Kecamatan Kecamatan
Meningkatnya kualitas SAKIP | Nilai SAKIP Kecamatan
Perangkat Daerah Nilai 72.30
Setelah Perubahan
1 [Tujuan PD : Meningkatnya Perubahan
Kualitas Pelayanan di Tingkat B 95 100 Indikator
Kecamatan Kinerja Utama
- - - Perangkat
Sasara_n 1.Men|ngkatnya hasil |Prosentase hasil Daerah dari
koordnrlasn Penyelenggaraan |Penyelenggaraan Renstra 2018 -
Pem_ermtahan, Pelayanan Kecamatan Persen 100 100 2023 Ke Renstra
Publik dan Pemberdayaan 2024-2026
Masyarakat
Sasaran 2.Meningkatnya Nilai SAKIP ( Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja Instansi Pemerintah
Pemerintah Nilai 75 75




3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program pembangunan dalam 5 tahun mendatang diarahkan untuk
tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan
penguatan peran kelembagaan kecamatan Lekok sebagai ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan

kegiatan sebagai berikut:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e) Program Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

f) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

A. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah

disusun berbagai kegiatan, antar lain:

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas

ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /

Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan

Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air

dan Listrik

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

Penyediaan Peralatan dan  Perlengkapan

Kantor

Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor




Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang -

undangan

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Peroarangan Dinas, atau Kendaraan Dinas

Jabata

Pemeliharaan Peraatan dan Mesin Lainnya

Lainnya

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinergi Perencanaan dan

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan

Perangkat Daerah dan Instansi Vertical terkait

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan di wilayah Kecamatan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koorinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman

dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan

Instansi Vertical terkait di Wilayah Kecamatan

b. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Lekok
Tahun 2024 :
Jumlah Program : 4 Program
Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan : 16 Sub Kegiatan
Total Anggaran : Rp 2.165.990.508,-



TABEL 3.2

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

PAGU ANGGARAN TARGET INDIKATOR KINERIA
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROYEK PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BAB IV RKPD PEMETAAN BERDASARKAN SIPD TAHUN 2024
STRATEGIS TAHUN 2024 AWAL PERUBAHAN AWAL PERUBAHAN
1 |Peningkatan Tata Kelola PROGRAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN 61,146,700 61,146,700
Pemerintahan Yang Efektif, PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100 % 100 %
Efisien, dan Akuntabel
3.51 3.51 3.51 3.51
Koordinasi Penyel aan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 61,146,700 61,146,700
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan 61,146,700 61,146,700
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait ~ |dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan




KABUPATEN : PASURUAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN LEKOK

Tabel 3.3

Tabel Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lekok Tahun 2024

URUSAN/ RENJA 2024 DPA 2024 P- RENJA 2024 TAMBAH/(KURANG)
NO BIDANG SUMBER ALASAN
URUSAN/UNSU PROGRAM/ KEGIATAN/ | INDIKATORKINERJA DANA TARG PERUBAHAN
R PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA (SATUAN) TARGET IK PAGU RP TARGET IK PAGU RP SUB KEGIATAN (SATUAN) TARGET K PAGU RP ET IK PAGU RP
7 Z 3 7 3 7 g 9 70 11 1z 13 17 5=12-8] 16=13-9 17
Urusan
Kecamatan
Bidang
Urusan
Kecamatan
Unsur
Kewilayahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Persentase dokumen/laporan 2,032,020,008 2,032,020,008 [PROGRAM Persentase 2,024,007,808 (8,012,200) [Pergeseran
PEMERINTAHAN DAERAH administrasi PD yang baik/ sesuai PENUNJANG URUSAN |dokumen/laporan
KABUPATEN/KOTA regulasi PEMERINTAHAN administrasi PD yang
100 % 100 % DAERAH baik/ sesuai regulasi 100 % DAU -
KABUPATEN/KOTA
ini i 1,826,430,316 1,826,430,316 rasi 1,814,880,316 (11,550,000)
Daerah administrasi keuangan sesuai Perangkat istrasi
ketentuan 100 % 100 % Daerah 9 sesuai ketentuan 100 % DAU -
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1,495,671,820 1,495,671,820 |Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 1,495,671,820 -
dan Tunjangan ASN 10 | Orang/Bulan 10 |Orang/ Bulat Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 10 |Orang/Bulan DAU -
[Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 296,198,496 296,198,496 |Penyediaan Administrasi [Jumlah Dokumen Hasil 284,648,496 (11,550,000)
Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15 | Dokumen 15 | Dokumen Tugas ASN 15 Dokumen DAU -
Pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dok Penatausahaan dan 34,560,000 34,560,000 (Pelaksanaan Jumlah Dok Penatausahaan 34,560,000 -
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujiary Verifikasi Keuangan SKPD Penatausahaan dan dan Pengujian/ Verifikasi
4 Dokumen 4 Dokumen Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Dokumen DAU -
Keuangan SKPD
ini i i 1,272,800 1,272,800 ini: i dokumen - (1,272,800)
Perangkat Daerah yang akuratdan i ian yang
9 sesuai ketentuan 100 % 100 % Perangkat Daerah akurat dan sesuai 100 % DAU -
ketentuan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta 1,272,800 1,272,800 |Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas - (1,272,800)
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket Dinas Beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket DAU -
Kelengkapannya
ini i Umum 79,003,000 79,003,000 ini: i Umum 100,816,000 21,813,000
administrasi umum administrasi umum
Daerah 100 % 100 % Perangkat Daerah 100 % DAU _
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dar_x i 19,227,000 19,227,000 |Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 20,235,000 1,008,000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang di sediakan 3 Paket 3 Paket dan Perlengkapan Kantor Z:Q“:Efpa" Kantor yang di 3 Paket DAU N
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3,090,000 3,090,000 |Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 5,633,000 2,543,000
Penggandaan Penggandaan yang disediakan Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
2 Paket 2 Paket Penggandaan yang disediakan 2 Paket DAU -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  [Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 45,255,000 45,255,000 |Penyelenggaraan Rapat |Jumlah Laporan 61,902,000 16,647,000
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi |Penvelenggaraan Rapat
50 Laporan 50 Laporan SKPD Koordinasi dan Konsultasi 50 Laporan DAU -
SKPD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2,160,000 2,160,000 |Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 2,160,000 -
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang - Undangan yang Bacaan dan Peraturan  |Bacaan dan Peraturan
2 Paket 2 Paket Perundang-undangan Perundang - Undangan yang 2 Paket DAU -
disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ ~|Jumlah Paket Komponen Instalasi 1,180,000 1,180,000 |Penyediaan Komponen  |Jumlah Paket Komponen 2,073,000 893,000
Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/ Instalasi Listrik/Penerangan
yang Disediakan 1 Paket 1 Paket Penerangan Bangunan |Bangunan Kantor yang 1 Paket DAU -
Kantor 9 9 Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga [JumlahPaket Peralatan Rumah Tangga 4,861,000 4,861,000 [P diaan [ Peralatan 3,163,000 (1,698,000)
yang disediakan Rumah Tangga Rumah Tangga yang
1 Paket 1 Paket disediakan 1 Paket DAU -
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 3,230,000 3,230,000 |Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi 5,650,000 2,420,000
Tamu Tamu j Tamu
50 Laporan 50 Laporan 50 Laporan DAU -




yediaan Jasa P Jasa 36,009,842 36,009,842 yediaan Jasa Jasa 36,009,842 B
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Daerah Urusan jang Urusan
100 % 100 % Pemerintahan Pemerintah Daerah 100 % DAU
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  [Jumlah Laporan Penyediaan jasa 36,009,842 36,009,842 [Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 36,009,842 -
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber jasa Komunikasi, Sumber
yang disediakan 48 | Laporan 48 | Laporan Daya Air dan Listrik 32;;;‘;:3" Uistrik yang a8 Laporan DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Persentase Pemeliharaan Barang 89,304,050 89,304,050 aan Barang 72,301,650 (17,002,400)
Penunjang Urusan Pemerintahan |Milik Daerah dalam kondisi baik Milik Daerah Pemeliharaan Barang
N Milik Daerah dalam
Daerah 100 % 100 % Penunjang Urusan Kondisi baik 100 % DAU
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ~ [Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 65,801,650 65,801,650 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 65,801,650 -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Pemeliharaan, Biaya perorangan Dinas atau
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelitara dan Dibayarian Pajaknya Pemeliharaan dan Pajak ang Di e‘.‘zg'ra:;:?ta"
Dinas Jabatan 8 Unit 8 Unit Kgndaraan Perorangan ‘()‘bgyarian Pajaknya 8 Unit DAU
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan / Mesin Lainnya [Jumlah Peralatan dan mesin lainnya 2,000,000 2,000,000 [Pemeliharaan Peralatan / [Jumlah Peralatan dan 6,500,000 4,500,000
yang Dipelihara Mesin Lainnya mesin lainnya yang
Dipeiihara
3 Unit 3 Unit 3 Unit DAU
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 21,502,400 21,502,400 [Pemeliharaan Peralatan / [Jumlah Peralatan dan N (21,502,400)
Kantor dan Bangunan Lainnya Lainnya yang Dipelihara Mesin Lainnya mesin lainnya yang
1 Unit 1 Unit Dipelihara 1 Unit DAU
PROGRAM PENYELENGGARAAN 1. Persentase Dokumen 62,527,700 62,527,700 (PROGRAM 1. Persentase Dokumen 59,337,700 (3,190,000) [Pergeseran
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN |Penyelenggaraan Pemerintahan yang 100 % 100 % PENYELENGGARAAN  |Penyelenggaraan 100 % DAU
PUBLIK tepat waktu PEMERINTAHAN DAN |Pemerintahan yang tepat
PELAYANAN PUBLIK [“2kt
2. Indeks Pelayanan Publik °
2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan DAU
Kecamatan
inasi y kegiatan pemerintahan yang 61,146,700 61,146,700 i kegiatan 59,337,700 (1,809,000)
i i di Tingkat dengan instansi terkait Penyelenggaraan pemerintahan yang
M dikoordinasikan dengan
Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan Kegiatan instansi terkait 5 Laporan DAU
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Jumlah Laporan Koordinasi/ Siﬂefg_i 61,146,700 61,146,700 |Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 59,337,700 (1,809,000)
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 'Ee"e“?;:f“ :11an Pela:sanaz:(r;tKSglatin Perencanaan dan Koordinasi/ Sinergi
dengan Perangkat Daerah dan Instansi d::‘irr\‘stan:inv::i?;?T::arﬁ aeral Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan
Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan Pemerintahan dengan  |Pelaksanaan Kegiatan 5 Laporan DAU
Perangkat Daerah dan  |Pemerintahan dengan
Instansi Vertikal Terkait eran Daerah dan.
nsEar?sWertﬁ(alalFerEait
Penyelenggaraan Urusan 1,381,000 1,381,000 (Penyelenggaraan - (1,381,000)
Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan persentase La
o . : : rsentase Laporan
:Ilaksa:a'l:(abn ole: Unit K:r":. Persentase Laporan bulanan PATEN Z.alnistldalt( leh bulanan PATEN yang
erangkat Daerah yang ada di yang Diselesaikan Tepat Waktu 4 Laporan 4 Laporan tlaksanakan ole! Diselesaikan Tepat Waktu 4 Laporan DAU
Kecamatan (berdasarkan Perbup PATEN) Unit Kerja Perangkat |(perdasarkan Perbup
Daerah yang ada di PATEN)
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 1,381,000 1,381,000 |Peningk ] Efektifitas - (1,381,000)
Pelayanan kepada Masyarakat di Jumlah Laporan Peningkatan | Pelayanan
Wilayah Kecamatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 4 | Laporan 4 | Leporan kepada Masyarakat di _[<epada Masyarakat di Wi * Laporan DAU
kepada Masyarakat di Wil Kecamatan Wﬁayah Kecamatan Kecamatan
PROGRAM YAAN lemb 19,800,000 19,800,000 |PROGRAM lembaga 19,800,000 - [Pergeseran
MASYARAKAT DESA DAN desa/kelurahan yang aktif 100 % 100 % DAYAAN 100 % DAU
KELURAHAN MASYARAKAT DESA desa/kelurahan yang aktif
Koordinasi Kegiatan Persentase Hasil Evaluasi 19,800,000 19,800,000 dinasi i Hasil Evaluasi 19,800,000 -
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat yang 100 % 100 % y Desa 100 % DAU
ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas 19,800,000 19,800,000 |Peningkatan Efektifitas ~ [/umlah Lap Peningkatan 19,800,000 -
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah ~ |Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di iatan P Y Kegiatan
Kecamatan Wilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan Masyarakat di Wilayah ~ |Pemberdayaan Masyarakat 4 Laporan DAU
Kecamatan di Wilayah Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Persentase Penanganan 84,145,000 84,145,000 (PROGRAM Persentase 62,845,000 (21,300,000) |Pergeseran
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN |gangguan Trantibum 100 % 100 % KOORDINASI 100 % DAU
UMUM KETENTRAMAN DAN |Trantibum




Koordinasi Upaya 84,145,000 84,145,000 i Upaya laporan yang 62,845,000 (21,300,000)
Persentase laporan yang o .
yelenggaraan Ki ditindaklanjuti ke instansi terkait 100 % 100 % y aan instansi 100 % bAU -
dan Ketertiban Umum tindakdany dan terkait
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 78,175,000 78,175,000 |Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil 62,845,000 (15,330,000)
Republik Indonesia, Tentara Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Sinergitas dengan Kepolisian
Indonesia dan Instansi Vertikal di TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Republik Indonesia, Negara Republik Indonesia,
Wilayah Kecamatan Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan Tentara Nasional [TNI dan Instansi Vertikal di 4 Laporan DAU -
Indonesia dan Instansi ~ |Wilayah Kecamatan
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh  [Jumlah Laporan Pelaksanaan 5,970,000 5,970,000 [Harmonisasi Hubungan  [Jumlah Laporan Pelaksanaan - (5,970,000)
Agama dan Tokoh Masyarakat Harmonisasi Hubungan dengan Tooh dengan Tokoh Agama |Harmonisasi Hubungan
Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan dan Tokoh Masyarakat |d€n9an Tooh Agama dan 1 Laporan DAU -
I Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase konflik SARA yang 11,075,000 11,075,000 |PROGRAM Persentase konflik SARA - (11,075,000) [Pergeseran
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |diselesaikan sesuai kewenangan PENYEL AN |vang di ikan sesuai
100 % 100 % URUSAN kewenangan 100 % DAU -
PEMERINTAHAN
UMUM
Penyelenggaraan Urusan 11,075,000 11,075,000 |Penyelenggaraan - (11,075,000)
Pemerintahan Umum Sesuai — Urusan Pemerintahan |lumlah Pesertayang
Pen n Kepala Daerah Jumlah Peserta yang Mengikuti Umum Si i Mengikuti Pembinaan
enugasan Kepala Daera Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan | 75 Orang 75 Orang P " esu; I Nonson Kebmeonon dan 75 Orang DAU -
Ketahanan Nasional enugasan Kepala awasan Kebangsaan da
Daerah Ketahanan Nasional
Pembinaan Wawasan Jumlah Orang yang Mengikuti 11,075,000 11,075,000 |Pembinaan Wawasan [lumlah Orang yang - (11,075,000)
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional ~ [Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 1 dan
dalam rangka Nasional dalam rangka Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan ~|Memantapkan Pengamalan Pancasila, dalam rangka Ketahanan Nasional dalam
UUD Negara Republik Indonesia Tahun |Pelaksanaan UUD Negara Republik Memantapkan rangka Memantapkan
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal | ""donesia Tahun 1345, Pelestarian P \ Pancasila, Pancasila,
ka serta Pemertahanan dan Bhinneka Tunggal Ika serta UUD Negara UUD Negara
pemeliharaan Keutuhan Pemertahanan dan Pemeliharaan s orang - orang Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun - orang AU .
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Tahun 1945, Pelestarian |25 Pelestarian shinneka
Indonesia B: ! o ele Ia“?a Tunggal Ika serta
inne ungga Pemertahanan dan
serta Pemertahanan Pemeliharaan Keutuhan
dan  Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik
Keutuhan Indonesia
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Pemerintahan Desa 8,565,000 8,565,000 [PROGRAM Persentase - (8,565,000) [Pergeseran
PENGAWASAN PEMERINTAHAN |dengan Administrasi Desa yang AN DAN an Desa
DESA Baik 100 % 100 % PENGAWASAN dengan Administrasi 100 % pAU -
PEMERINTAHAN Desa yang Baik
DESA
Fasilitasi, i dan Koord. hasil Fasilitasi, 8,565,000 8,565,000 |Fasilitasi, Persentase hasil - (8,565,000)
P i dan dan Rekomendasi dan Fasilitasi, Pembinaan
: pemerintah Desa yang 100 % 100 o i dan Pengawasan 100 % -
pemerintah Desa ditindaklanjuti o o :::rd. Pembinaan pemerintah Desa yang DAU
pemerintah Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen Administrasi Tata 8,565,000 8,565,000 |Fasilitasi Administrasi Jumlah Dokumen - (8,565,000)
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa 12 Dokumen 12 Dokumen Tata Pemerintahan Desa |Administrasi Tata 12 Dokumen DAU -
Pemerintahan Desa
Total 2,218,132,708 2,218,132,708 2,165,990,508

Pasuruan, 17 Mei 2024
C, LEKOK

Pembina Tkl
NIP. 19680522 199140 1 001




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lekok Tahun Anggaran 2024
dibuat untuk dijadikan landasan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan
tugas-tugas Camat sebagai perangkat Daerah, sehingga diharapkan dapat
lebih meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, serta ~meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan
Lekok.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders
(pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Lekok. Ruang
lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Lekok ini bersifat makro
dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan

misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Pj. BUPATI PASURUAN,

AN RIYAN’L@/
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